
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.92, 2014 KEMENSOS. Pengasuhan. Anak. Kesejahteraan. 
Perawatan.  

 
PERATURAN  MENTERI SOSIAL  REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2013 
TENTANG 

PENGASUHAN ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun norma, 
standar, prosedur, dan kriteria; 

b. bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, 
asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang 
baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan 
lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan 
wajar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang  
Pengasuhan Anak; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674); 

5.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4720); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 
4438); 
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8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4768); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5294); 

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
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sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 141); 

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 142); 

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang 
Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 127); 

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/HUK/2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 

21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang 
Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 

MEMUTUSKAN  : 
Menetapkan: PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGASUHAN 

ANAK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

2. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan 
kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang 
menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang 
dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga 
maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan 
berbasis residensial sebagai alternatif terakhir. 

3. Perwalian Anak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang 
atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan 
untuk melakukan pengasuhan atau perbuatan hukum sebagai wakil 
untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai atau 
tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau kedua orang tua yang  
masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau 
melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. 

4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau 
ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 

5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas 
suami-isteri,atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, 
atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke 
atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 

6. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan 
wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan 
pengasuhan alternatif pada anak. 

7. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta 
minatnya. 

8. Pengasuhan oleh Keluarga adalah pengasuhan anak yang dilakukan 
oleh orang tua kandung atau anggota keluarga lain sampai derajat 
ketiga. 
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